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KOMIS! PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG

PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (5),

Mengingat:

dan Pasal 370 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf s
serta Pasal 119 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan
Pemekaran,

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5316);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182);

4, Peraturan . . .



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun
2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penetapan Dapil dan Alokasi
Kursi Setiap Dapil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun
2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2014,

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun
2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

Perolehan . . .



Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon
Terpilih dalam Pemillhan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI  PEMILIHAN  UMUM TENTANG
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN
PEMEKARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1,

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan
paling akhir.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP
Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas

melaksanakan . . .



10.
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melaksanakan Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang
bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Daerah Induk adalah provinsi atau kabupaten/kota yang
Daerahnya terbentuk dari provinsi atau kabupaten/kota
sebelum pemekaran yang sebagian wilayahnya tidak
menjadi daerah pemekaran sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Daerah Pemekaran adalah provinsi atau kabupaten/kota
yang dibentuk dari sebagian wilayah provinsi atau
kabupaten/kota sebelum pemekaran yang berupa
kabupaten/kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk,
selanjutnya disebut DPRD pada Daerah Induk, adalah
DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk yang
keanggotaanya ditata kembali berdasarkan hasil Pemilu
Terakhir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah
Pemekaran, selanjutnya disebut DPRD pada Daerah
Pemekaran, adalah DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
pada Daerah Pemekaran yang pengisian keanggotaannya
berdasarkan hasil Pemilu Terakhir.

Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu, selanjutnya
disebut DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya, adalah
ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan
Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan
lainnya yang setara di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Politik peserta Pemilu yang bersangkutan.

Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi, selanjutnya disebut
DCT DPRD Provinsi, adalah daftar calon tetap anggota
DPRD Provinsi pada Pemilu Terakhir yang digunakan

sebagai . . .



